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BUPATI KAUR 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : 'b'-/ TAHUN 2016 

TENT ANG 

PENETAPAN KODE URUSAN PEMERINTAHAN 
DAN KODE ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGK.AT DAERAH 

KABUPATEN KAUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

B U PA T I K A U R, 

Meuimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Pera:turan Daerah Nomor 14 
Tahun 2016 tenta:ng Pem bentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabuparen Kaur. 

Mengingat 

b. bahwa untuk menselaraskan maksud hurLtf a di atas dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja !)(:lerah Kabupaten Kaur, 
perh.l dite tapkan Kode. Pemelintahan dan Kode Organisasi 
Satuan Kerja Perangka t daeralt di Kabupaten Kaur. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pcraruran 
tentang Penetapan Kode U1usa n Pemerintah dar. Kocle 
Organisasi Satuan Kerja Perangkat Oaerah Kabupaten Kau.r . 

1. Undang-Undang Nom or 09 Tahun 1967 tent4ng Pembentukan 
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T8hUn 1985 Nomor'68, Tambahan Lernb~,ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3-312) sebagaimana telah diubah ctengan 
I.Jndang-Undang Non1or 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara 
Republik Indones ia Nomor- 62 Tahun 1994, Tambahan 
Lerobaran Negara Re,publikTndonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Knmisi 
PemberanLasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu n 2002 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4250); 

3 . Unda:ng-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembe11LUkan 
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten 
Kaur di Provins, Bengkulu (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahao Lembaran 

r
=~:...:i~ iwi';ii~~ ~ 1egara Republik Indonesia Nomor 4266); 

u 1\1.BUl'll'TE~ 'IV-UR 
SElCREWl~T l)l,EAAe U K U M 

sAGIAN 1-1 ndang-Undang· Nomor 17 Tahun 2003 tem.an.g Keuangf1n " DA~ r,'R 

1~lf~1.,0;t;'3:','J,.-.,sf gara (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2003 
__ .. .:.4'..:...J'-""'- '..,mor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

1..--- 4286); 
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5. Undang-Undang , Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rep'l!tblik 
Indonesia Nornor 4355); 

6. Undang_-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan T,i.n.ggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negar.a Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daera.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tamba han Lembaran Negara Republik Indom:sia 
Nomor 5587) sebagaimana telab d!ubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 015 tentang 
Perubahan Keduo. atas Undang- Undang Nomor 2::1 T1ahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56'79); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tah1.m 2004 ten tang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negar.a Republik Indonesia Nomor 
4438;) 

9, Per;;,,(\lran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 
Akunta:nsi Pemerinta11an (Lembar.an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Pr:iraturan Presiden Republik fndonesia Nomor 64 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerincah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahu11- 2015 Tentan~ Perubahan Kcempat atas 
Peraturan Pre:siden Nomot 54 Tahun 2010 tcntang. Pengadaan 
Barang/ Jasa Pe1nerintah ; · 

12: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 'I'ahu n 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nege1i Nomor 
21 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua .Atas Peratur-an 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; ten tang 
Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemcrintahan Dae1:ab 
Kabupaten/Kota; 

/.

14. Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, 
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis /JI 
Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

1 _ J 
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Menetapkan 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3l Tahun 2016, 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

16. Peraturan Menter1 Keuangan Nomor 33/ PMK.02/2016, 
ten tang Standar Biaya Masu.kan Tahun Anggaran 2017; 

17. Peraturan Daerah i<:abupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susun an Perangkat Daerah 
'Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Ka1Jr Tahl.m 
2016 Nomor 237); 

18. Perat1.1ran Daerah Kabupaten Kaur Norn.or 5 Tahun 20_15 
tentang Pokok•pc.kok Pengelo1aan Keu angan Dear.ah 
Kabupaten Kaur Tahun 2012 (Lem bar Daerah Kabupaten 
Kaur Tahun 2015 Nomor 212); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KODE URUSAN 
PEMERINTAHAN DAN KODE ORGANISASI SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAJI KABUPATEN KAUR 

Pasa:11 
Penetapan Kode U.rusan Pemerintahan dan Kode Organisasi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, den.gan rincian kode s~bagi;limana tercant·um 
pada Lampiran Keputusan ini. 

Pasal2 
Penetapan Kode 1.Jru-san Pomerintaha11 dan Kode Organis...i.si Salu<¼n Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Kaur berpedoman pada peraturan perundang­
undangan yang ber1aku. 

Pasal 3 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 <)iundangkan. Agar supaya setiap 
orang dapat .P.1~.ngeta.h.uiny, memerintahkan pengundangan Peraturan Bu pati ini 

• dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kaur. 

Ditetapkan di Bintuhan 
F'ada tangga1 :J.c; 6ftlof,~,. 2016 

' " 

... , 

f BUPATI KAUR ( 

A/ /ousJt•us1 
Diunda:ngkan dl Bintuhan 
pada tanggal 'J-'{ t.S!JtJ6tl' 201€> 

SEKRETARiS DAERAH 
KABUPA EN KAUR 

I 

NANDAR ADI, S.Sos, M.SI 
PEMJJINA UTAMAMUDA, IV/c 
NIP .19()901 27 . 199003.1.004 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016 NOMOR: L.f~/ 



KODE 

1 
L 01 
1 . 01 . 1 
1 . 01 . 1 . 1 

1 . 02 
I . 02. 1 
l . 02 . 1 . 1 
1 . 02. 2 
I . 02 . 2 . l 

l . 03 
I . 03 . I 
I . 03 . l . 1 
1. 03. 2 
l.03.2. 1 

I . 04 
I. 04. l 
1.04.l. l 

1 . 05 
1 . 05. l 
1 . 05. l . l 
l . 05. 2 
1 . 05. 2 . 1 
1 . 05. 3 
1 . 05. 3 . 1 
l. 05. 4 
1 .05.4 . l 

1. 06 
1 . 06 . l 
l . 06. l . 1 

2 
2. 0 1 
2. 01 . 1 
2 . 01 . l . 1 

2. 02 
2. 02. l 

2 . 02 . l . l 

2. 03 
2 . 03 . l 
2 . 03 . 1 . 1 
2. 03. 2 
2 . 03. 2. l 

Lampiran : Peraturan Bupati 
Nomor: 6 '( 
Tanggal : !2.1.{ ~~ 

PENETAPAN KODE UROSAN PEMERlNTAHAN 
DAN KODE ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN KAUR 

NAMA URUSAN, BlDANG, UNIT ORGANlSASI & SUB UNIT ORGANISASI 

Urusan Wajlb Pelayanan Da,.ar 
Pendldlkan 

Dinas Pendidikan 
Dinas Pendiciikan 

Kesebatan 
Dlnaa Keaehatan 

Dinas Kesehatan 
Rumah Sakit Umum Daerah 

Rumah Sakit llmum Daerah 

Pekedaan Umum. da.n Penataan Ruan11: 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan2 

Dinas. Pekeriaan Umum dan Pe11ataan Ru ang 
Dinas/Badan/Kantor Xl'OCJ. xxxx 

Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxx 
Perumahan Rakyat dan Kawaean Pcmukhnan 

Dtnas 'l)erumahan dan Kawasan permukiman 
Dinas perumahan dan Kawasan permukiman 

Ke·tentraman dan Ketertiban Umum serta Perllndungan Mas yarakat 
Kantor Kesatuan Ban!!sa cj:an Politik 

Kantor Kesatu an Bangsa dan Politik 
Pelakaana Harian Badan Narkotlka 

Pelaksana XXX 
Badan Penano:ulangan Be:ncana Daerah 

Sad an Penanggulangan Ben cana Daerah 
Satuan Palisi Pamon11: Praja dan Pemadam Kebakaran 

Satuan Polis.i PambnR Praia dan Pemadam Kebakaran 

Sosial 
Dinas Sosial 

Dinas Sosial 

Utusan Wa.iib Bukan Pelayan:an Dasar 
Tena11:a Kerja 

Dinas Tenaga Kerja dan Transzn.iarasi 
Dinas Ten aga Keria dan Transm,grai,i 

Pem:berdayaan Perempuan dan Perlindun2an Anak 
Dinas Pengendallan Penduduk, Ke.luarga Berencana, Pcmberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan clan Perlindungan Anak 

Panpn 
Dinas Ketahanan Pan,tan 

Dinas Ketahanan Pan11:an 
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

BadanX.XX 
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KODE 

2. 04 
2. 04. 1 
2.04 . 1 .1 

2. 05 
2. 05. l 
2 . 05. 1 . J 

2. 06 
2 , 06 . l 
2 . 06 . I . 1 

2. 07 
2 . 07. t 
2.07. l. l 

2. 08 
2. 08. l 
2 . 08 . l . 1 

2 . 09 
2. 09 . 1 
2.09 . 1 . 1 

2. 10 
2. 10. 1 
2 . 10 . l . l 

2 . 11 
2. 11 . 1 
2 . 11 . 1 . I 

2. 12 
2 . 12 . 1 
2 . 12 . 1 . l 

2 . 13 
2 . 13. I 
2 . 13 . 1 . 1 

2 . 14 
2 . 14 . 1 
2 . 14.1 . l 

•

2. 16 
2. 16. l 
2 . 16 . 1 . 1 

2. 17 
2. 17. l 
2 .17 .1. 1 

2. 18 
2 . 18 . l 
2. 18. 1 . l 

3 
3. 01 
3. 0 1 . l 
3.01 .1. l 

3 . 02 
3. 02 . 1 
3 . 02. l . 1 

3. 03 
3. 03 . l 
J , ()3 • l , J 

NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI 

Pertanahan 
Dinas/Badan/Kantor xxxx :xxxx 

Dinas/Sadan/Kantor xxxx = 
LiDJ(kunon Hldup 

Dlnas LiDJ(kungao Hldup 
Dinas Lingkungan Hidup 

Administrasl Kependudukan dan Capil 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Dinas Pemberd.ayaan Masyarakat dan Desa 

Dinas Pemberdayaan Mai;ya,akat dan Desa 

Peni;cenda.lian Pen:du:duk dan Keluar,ta Berencana 
Dinas/Badan/Ka,itor xxxx xxxx 

Dinas / Bad an/ Kantor xxxx .xx.i<.x 

Perhubungan 
Dinas Perhubungan 

Dinas Perhubun_gan 

KomunikaJJi dan Iofonnatlka 
Dinas Komunikasi, Infonnatika, Statistik dan Persandian 

Dina:s Komunikasi. lnfotmatika, $t<l,tistik dan Persandian 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Dinas Koperasi, UKM, Pedndustrian dan Perdagangan 

Dinas Koperasi. UKM, Perindustrian dan Perda11:an11:an 
' Penan.aman Modal 

Dinas Penanaman Modal dan Pelaya.nan Terpadu Satu Pintu 
Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu 

Kepemudaan dan Olah Raga 
Dinas/Badan/Ka.ntor xxxx xx.xx 

Din as/Badan / Kantor xxxxxx 

Statistik 
Dlnas/Badan/Kantor xxxx xxxx 

Dina·s/Badan/Kantor xxxx xx.x:x 
Kebud'ayaan 

Dinas xxx,,cxxx 
Dinas/Badan/ Kantor= 

Perpustakaan 
Dinas Perpuatakaan 

Dinas Perpustakaan 

Kearsipan 
Dinas/Badan/Kantor 10CU( x.xxx 

Dinas/Badan/Karttor XlOOC xio,x 

Urusan Pillhan 
Kelautan dan Perikanan 

Dinas Perikanan 
Din as: Perikanan 

Pariwisata 
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Dinas Parh,.isata. Pemuda dan Olahraga 

Pertanian 
Dinas Pertanlan 

f.) iu. ,s l' c:1•tc.u li..,.n 

.._____. _ ____ ____ _J 

\ ., 
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KODE 

3. 04 
3. 04. 1 
3. 04. l . 1 

3. 06 
3. 06. 1 
3.06 . 1 . 1 

3 . 07 
3 . 07 . 1 
3.07. 1. 1 

3. 08 
3. 08. 1 
3. 08. 1 . 1 

·4 
4 . 01 
4 . OJ . 1 
4 , 0J.J . l 
4. 0 1 . 2 
4. 0 1 . 2 . 1 
4.01 .3 
4 . 01 . 3 . 1 
4. OJ . 4 
4. 01. 4. 1 
4 . 0 1 .. 5 
4.01 .5 . 1 
4 . 01.6 
4 . 01. 6. 1 
4.01 . 7 
4. 01 . 7· . 1 
4. 01. 8 
4. 01 . 8. l 
4 . OJ . 9 
4 , 01.9 . 1 
4 . 01 . 10 
4. 01 . 10. 1 
4. 01 . 11 
4 . 0 1 . 11 . 1 
4. 0 1 . 12 

.4lllh, 4. 01. 12 . l 
• 4 . 01 . 1-3 

4 . 0 l . 13 . l 
4.01 .14 
4.01 .14 .1 
4.01 .15 
4. Ol . 15 . 1 
4 .01. 16 
4.01. 16.1 
4. 0 1 . 17 
4 .01. 17 . 1 
4.01. 18' 
4 . 01 . i.8. 1 
4 . 01 . i9 
4· . 0l.J9.l 

4. 02 
4. 02. 1 
4.02. 1.1 

4. 03 
4. 03. l 
4 . 03 . 1 . l 

NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI 

Kehutanan 
Dinas Kehutanan,Pertamban2an dan ESDM 

Dinas XXX 

Perda2an,om 
Dinas Perindustrlan, Perdagangan, Koperasi d1t,n UKM 

Dinas XXX 

Perindustriail 
Dinas/Badan/Kantor xxxx xxxx 

Dinas/Badan/Kantor xxxx xxxx 

Transmi2rasi 
Dinas/Badan/Kantor xxxx xxx:x 

Dinas/Badan/Kantor xxxx xx.xx 

Urusan Pemerintahan Fun.1t:si Penun.fan,i: 
Administrasi Pemerintahan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Dewan Per wakilan Rakyat D.aerah 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Sekretariat Daerah 
Selaetariat Daerah 

Sekretariat DPRD 
Sekretariat DPRD 

Kecamatan Kaur Utara 
Kecamatan Kaur Utara 

Kecam atan Kaur Tengah 
Kecama.tan Kaur Tengab 

Kecamatan Kaur Selatan 
Kecamatan Kaur Selatan 

Kecamatan Tan.lung Kemuning 
Kecarnatan Tanjun,:( Kemunin,:( 

Kecamatan Kina! 
Kecamatan Kirtal 

Kecamatan Ma,le 
Kecamatan Maie 

Kecam atan Nasal 
Kecamatan Nasal 

Kecamatan Kelam Ten_1tah 
Kecamatan Kelarn Tengah 

Kecamatan Padang Guel Hulu 
Kecamatan Padang Guci Hulu 

Kecamatan Pada11,1t Guel Hillr 
Kecamatan Padan9; Guci Hilir 

Kecamatan Lui:u:kang Kule 
Kecamatan Lun~ang Ku'.le 

Kecamatan Semidang Oumay 
Kecamatan Semidang Gumay 

Kecamatan Luas 
Kccama~ Luas 

Kecamatan Muara Sahung 
Kecru:natan Muara -Sahun g 

Kecamatan Teta1> 
Kecamatan T'etap 

Pen1ta~san 
Ins pektorat Daerah 

lnspektorat Daerah 

Perencanaan 
Badan Perencanaan Pembanl(Ullan Daerah dan Litbanl! 

Badan Pereocanaan Pembaninman Daerah dan Litbang 
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KODE 

4. 04 
4 . 04. 5 
4.04.5.1 
4.04.5.2 

4. OS 
4. 05 . 7 
4 .05.7 . l 

• 

• 

NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI 

Keuanon 
Badan KeuanJtlUl Daerah 

Sadan Keuangan Daerah 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Ke1>eJrawaian 
Badan KepeJ!:awalan Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Sadan Kepegawaian Daetah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
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